SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 84 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 148 TAHUN 2017
TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan
transparasi pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148
Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai
pada di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 148
Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun
1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat
II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



10.

Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negra Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Laut Nomor 25);



11. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 148 TAHUN
2017 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT.

Pasal I

Melakukan perubahan atas satu pasal dalam Peraturan Bupati Tanah Laut
Nomor 148 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah
Laut Tahun 2017 Nomor 148), yaitu pada ketentuan Pasal 7, sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran non
tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 4 adalah :

1)
2)
3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)

10)

11)

pembayaran belanja penunjang operasional Kepala Daerah;

pembayaran belanja penunjang operasional Pimpinan DPRD;

pembayaran belanja uang harian kepada masyarakat;

pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar
daerah;

pembayaran untuk pembelian benda pos;

pembayaran belanja perjalanan dinas sampai dengan Rp 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah);

pembayaran belanja barang dan jasa lainnya sampai dengan Rp
500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

pembayaran belanja listrik, air, telepon dan internet kantor;

Pembayaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk keperluan dinas
sampai dengan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

pembayaran pajak dan retribusi yang nilainya sampai dengan Rp
1.000.000,- (satu juta rupiah); dan

pembayaran retribusi daerah dan lain lain pendapatan asli daerah yang
sah di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangkan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah
Laut.

Ditetapkan di Pelaihari

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA pada tanggal 31 Desember 2018
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
. BUPATI TANAH LAUT,
Ttd

ALFIRIAL, S¥, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

H. SUKAMTA
Diundangkan di Pelaihari

pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Ttd
H. SYAHRIAN NURDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2018 NOMOR 84



